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PERANAN POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA

Usep Saepuliah
Dosen Jurnsan Abwal asy-Syakhsiyyab Fakultas Syariah dan Hudksm
Universitas Isiam Negeri Sunan Guming Dyjati Bandung

Abstrak

Indonesia merupakan ncgara hukum yang mana hal itu terdapat
dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (I). Dalam negara hukum, negara
menjamin  persamaan  dihadapan  hukum  serta mengakui dan
melindungi hak asasi manusia, schingga semua orang memiliki hak
untuk diperia-kukan sama di hadapan hukum feguality before the law).
Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan
perlakoan (egual treatment). Salah satu bentuk adanya persamaan
perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin,
dimana tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh
pembelaan dari advokat atau pembela umum tetapi juga fakir
miskin dalam rangka memperolch keadilan (access o Jusrice).
Keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Bandung merupakan
implementasi dari amanat pasal 60C (1) UU No. 50 tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan pembentukan
Posbakum pada setiap Pengadilan Agama untuk para pencari
keadilan yang ddak mampu sehingga mereka dapar memperoleh
bantuan  hukum. Kontribusi Posbakum di Pengadilan Agama
Bandung yaitu memberikan suplai informasi-informasi yang cukup
kepada  individu  amu  kelompok  individu schingga mereka
mengetahui hak-hak apa sajakah yang diberikan kepadanys.

Kata Kunci : Posbakum, eguality before the law, access to fustice

A. Pendahuluan

Penclitian TALDF dan MA pada tahun 2007, masyarakat
tiskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk
Anengakses pengadilan agama yang berkaitan dengan biaya perkara
lan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan
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terscbut kemudian direspon olch Mahkamah Agung dengan
membertkan perhatgan besar untuk terselenggaranya sidang keliling
dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Prodeo dan sidang keliling sudah mulai berjalan dihampir
schuruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian, bantuan
hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada
pemberian kedua fasilitas terscbut. Masyarakar miskin biasanya
identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada
minimnya pengetahuan mercka terhadap masalah hukum ketika
harus membawa perkaranya ke pengadilan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam
mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada
aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan
prosedural. Baik dalam tahapan lingasi maupun non litigasi,
semuanya harus di lakukan sesuai dengan aturan hukum it sendiri
atau jika tidak permohonan atau gugatan yang di ajukan akan ditolak
pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek
prosedural hukum. Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula
dengan persamaan perakuan (egual freatmenf), salah satu bentuk
adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum
kepada fakir miskin, di mana tidak hanya orang mampu yang dapat
memperoleh pembelaan dari advokad atau pembela umum tetapi
juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (aawis 1o
Justice).'

Pasal 56 UU No. 48/2009 Tenrang kekuasaan kehakiman dan
pasal 60B UU No 50/2009 Tentang perubshan kedua atas UU No
7/1989 wentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang
yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantan hukum dan
Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak
mampu. Kedua Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa
disetiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum guna membantu
para pencari keadilan yang tidak mampu,

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum
khususnya dalam pembuatan surat  gugatan/permohonan  dan
perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan

Prans Hendr Winarta, Hak Kawstitusend Fakir Miskin Untwk Mesperoleh Bantwan
Hicksum, (Jakaeta: Gramedia Pustaka Uama, 2009), him, 2.
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;cﬂbagm bcntuk pelaksanaan amanat Undang-undang dan rujukan
Am  menjamin - optimalisasi  akses masyarakat miskin  dan
termarjinalkan techadap penga-dilan Agama/Mahkamah Svar'iyah.*
~ Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 maka Negara
;r;en]amm bantuan hukum bagi rakyatnya, hal itu di dasari dari Pasal
2 D Ayat (1) vang telah memberikan  pengakuan jaminan
perlindungan, dan kepastian hukum vang adil bagi scua;; warganya'

wzsmClan:nccUJ: Dms Research om Lagal Service jnd Porerty dalam
4 ngton niversity Law  Quarterly' mengemukakan  bahwa

ntuan hulm.rn merujuk pada peraturan jasa profesi hukum untuk
memastikan 'tldnk ada seseorangpun yang dapat dihalangi haknya
untuk menerima naschat hukum atau diwakili di hadapan pe dil::
u‘lch karena tidak mampu secara financial, Dalam Rannga !
l‘nda%-UMmg Bantuan Hukum merumuskan bantuan l::k?nr:
adalah jasa memberi naschat hukum di Juar pengadilan dan atau
bertindak baik scbagai pembela dari scorang yang tersangkut dalam
perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkam perdata atau
tata uszha negara di muka pengadilan.

lhdm Pcnuﬁhn Apml'

' Riduan Syaharani, Babe, T :
19839, him, 26 rapa Hal Tentang Huksni  Asara Pidans, {Bandung: Alumni,

' Frans Hende Winars, Huk Konditusi b
v uhinsiokal Fakdr Miskin Uy, emperni
Bantnant ko, (Jakarea: Gramedia Pustaka Utama, 20099, him. 22" gl 1
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i Posbakum di Pengadilan Agama A
. Ut%::!‘(smcsia adalah Negara )m:ip, bcrdasa:kanhh:kum ag:ns;\ilg::
45), prinsip dasar negara hukum

;?;:remm(a i Sﬁm.wpcrsam) paan pdi muka hukum, dan pcnegx:kan
hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum’,

Fakir miskin dan anak-anak terlantar _d!peltham olch Negaca
(pasal 34 ayat (1) UUD 1945). Dengan f!c.mlkmn, Negara mcng;kk\:l
adanya hak ckonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik, para ; r
miskin. Karena itulah, orang miskin pun bcti}ak untuk dm'ralul an
dibela oleh advokat baik di dalam mauput; di l;.:ar‘ mﬁm (:g:il

i seperti orang mampu yang mendapatkan
::l‘?';skt::@al service). anntuan hukum mcrupgkan fugas dnn tanggung
jawab Negara dan merupakan hak konsti-tusional sctap warga
o

Ncgagc!'i:ﬁsi pantuan hukum dalam tata hukum Indonesia
ditemukan dalam Bab 1 Pasal 1 Poin 9 UU No.. 18 Tahun 2’003
tentang advokat bahwa “bantuan hukum adalah jasa hukum yﬁ
diberikan oleh advokat sccara Cuma-Cuma kepada klien yang th

mampunT.

Dimaksud dengan memberikan bmm hukum adalah
memberikan jasa hukum baik non Atigasi (.scpcm membantu m.t:::uat
legal Opinion) maupun di tingkat pemeriksaan maupun persidangan
(fitigasi). Ta berhak untuk mcmpcrolc‘h honorarium (pasal 1 ayat (7)
Undang-undang No. 18 Tahun 2003)". ‘ 5

Dalam pasal 254 HIR mengatur mengenal hak unt_u
memperoleh pelayanan hukum bagi setiap orang yang tersangkut
perkara baik ia orang yang kaya maupun yang miskin, Sedangkan
ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur pelaym?nn hukum
bagi golongan yang tidak mampu, yaitu mercka yang tidak mapu

f i inus Edi Krisnanto (ed.),
5 Siti Aminah, “Bawfuan Hudonm d Indonesia”, dalam Agustinus
- SZ(mK)‘)A“Il’lndw‘  Bantuan Hksm Di Indoensis , Jukarta, YLBHI: 2009, hlm 33,
¢ Iisid hlm 33
7 Jhid him 35. . ,
. ’S[:l{uis Sarmadi, Advokat litigasi dan non litigasi Pengaditan, (Bandung: mandar majs,
2009) him 45-46.

Usep Sacfullah, Peranan POSBAKUM d PA | 25

membayar ongkos perkara dan honor bagi advokat. Dapat kita

temukan di dalam pasal 237 hingga pasal 242, dan pasal 250 HIR".

Dalam pasal 237HIR/pasal 273 RBg, Barang siapa yang akan
berperkara baik sebagai penggugat maupun tergugat tetapi tidak
mampu membayar biaya perkaranya maka ia dapat memperoleh ijin
untuk berper-kara secara Prodeo™.

Dalam kaitannya dengan bantuan hukum  di Pengadilan
Agama, program bantuan hukum berikut proscdurnya dilakukan
oleh advokat atau pengacara syariah di Peradilan Agama mengacu
pada UUPA No. 3 Tahun 2006 dan UU Advokat No. 18 Tahun
2003.

Dalam memberikan  banman  hukum, Advokat wajib
memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada WAarga negara yang
tidak mampu (Pasal 22 UU Advokar). Hal it merupakan bentuk
pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya schagai salah satu
unsur aparat pencgak hukum. Perkara yang dapat dimintkan
bantuan hukum meliputi perkara dibidang pidana, perdata, tata usaha
Negara, dan pidana militer, dalam keadaan tertentu berdaku pula bagi
perkara non litigasi'',

Dalam prosedurnya, mgas advokat dalam tata cara penerimaan
kasus yaitu:

(1) Calon klien mendaftarkan diri dan mengisi formulir data klien,
dibagian administrasi. Formulir ini merupakan dara awal yang
harus diisi dengan jujur dan menjadi dsara pertimbangan
dalam membe-rikan baatuan hukum;

2) Calon klien akan mendapatkan jasa hukum dan dapat
berkonsultasi mengenai perkara yang dialami kepada advokat
publik/asisten ad-vokat publik;

(3) Advokat publik/asisten advokar publik akan melakukan

koordinasi dengan kepala operasional untuk menentukan
diterima tidaknya kasus tersebut;

" Bambang Sunggono. Acles Harlanto, Bamtwan Hiknm day Hak Asasi Marnusia,
(Bandung: Mandar Maju, 2009), him 10,

" Hari sasangka. Ahmad Rifai, perbandingan HIR dengan RBg, (Bandung: Mandar
Maju, 2005), him 204

S Aminah, * Bastuan Huksme di Indowesia”, dalam Agustnus Edi Krisnaneo (ed.),
2008, Panduan Beatuan Hukum Dj Indoensia , Jakarta, YLBHI: 2000, him 45,
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i ifat individual dan LBH tidak memili cu up,
¥ JSlll")a}\::‘.a ii‘;;b:l?kasi biaya berperkara, setelah konsultasi akan
i -sikan untuk:
?:;td:‘s;:‘;::ia (s)lch LBH-YLBHI, khnsus unwk. kasus yang
dapat membawa perubahan bagx’sxstem hukum}',efkmsulmi
(b) diselesaikan oleh mitra scndxr{ dan tctnphuk :
dengan advokat publik unt\{k setiap langkah hukum; 8
(¢) dirujuk kepada jaringan kerja L§M yang mcmmy ;xkams
tertentu atay menuntut keahlian khusus. by
kekera-san terhadap perempuan dan anak diruju : R
e ik Tt b ek W B gt
korupsi, kasus

, dan scbagainya; ' 0
(d):?rt?:km c:c Kantor advokat alumni LBH-YLBHI jika

klien/mitra tidak memenuhi syarat formal atau klien
i mampu nsecara ckonomi; ;
5 ikadu::;ugg:p bersifat, struktural, berdampak luas, dand m};i;
] ampu secara ckonomi, hukum dan pOIl.tlk.. advo
n::hlii/ asisten advokat publik akan bcrkoordminsl % cn;gz:
E ala operasional dan dibahas dalam rapat operasional untu
mcfneutukan diterima-tidaknya kasus terscbut un:“uk ‘c‘hamngnl:\l:i.k
iteri blik/asisten advokat pu
ika kasus diterima, advokat pu .
& {"ang mendapat  tugss  menangani kas'us u;r:;cdl::: (Su(l;sg\)
melakukan advokasi sesuai standard operasional p
masing-masing. .
ﬁ?omm:csungguhg nya memiliki  peran khusus‘ dalam
kan hukum yang diakui secara yuridis. Dalam .lcontc_ks g;?nr:
‘l:;?xscﬁznya. scorané advokat memiliki peran yang startegis

hukum. Ada beberapa peran khusus advoakt yang membedakannya -

dengan peran khusus profesi lainn)"a.. schagai berikur:
a. Legal Adviec (litigasi dan non litigasi)

ce (litigast ) sebuah pekerjaan dalam |
I adyice (litigasi dan non Jifigasi), sebua ' |
koridor‘(gn:c{mbcrikan nasihat hukum dalam menjalankan pembelaan

terhadap kliennya atau yang lebih dikenal dengan istilah Penasihat

Hukum seperti termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun'

1970 (istilah ini berubah dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004
menjadi advokat).
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b. Legal service (litigasi dan non litigasi)

Pelayanan hukum/bantuan hukum secara litigasi dan nom litigas,
Bantuan hukum (fitigas) discbut dalam pasal 1 ayat (2) Undang-
undang No. 18 Tahun 2003, kemudian dalam Undang-undang No. 4
Tahun 2004 Bab VII dalam titel banuan hukum, paal 37 berbunyi:
“setiap orang yang tersangkur perkara berhak memperoleh bantuan
hukum.” Sebelumnya diatur dalam Undang-undang No,14 Tahun
1970 pasal 35: “setiap orang yang tersangkut perkara  berhak
memperoleh bantuan hukum®,

<. Lagal conswltan (won litigasi)

Yang dimaksudkan adalah memberikan konsultan  hukum.
Dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa jasa yang diberikan seorang
advokat adalah memberikan konsultasi hukum, sebagai berikut: “jasa
hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa  memberikan
konsultasi hukm, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela, dan mela-kukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien,

d. Legal Opinion (litigasi dan non litggass)

Advokat scbagai ahli hukum atau serjana hukum sangatah

wiajar membuat pendapatnya terhadap  suatu peristiva  hukum

orang berhak untk memberikan fanggapan atas suatu hukum,
Namun bentuk dan hasil suatu tranggapan atas suatu hukum. Namun
bentuk dari hasil suatu fanggapan sangatlah berbeda bila background
pengetahuan sescorang berbeda. Seorang advokatr bukan hanya
berlatar pendidikan tinggi hukum namun juga memiliki sejumlah
pengalaman hukum yang tidak dimiliki kehanyakan orang, Barangkali
di sinilah perbedaan yang mendasar sehingga mengapa scorang
advokat  ketika memberikan pendapat  hukumnya  (legal opinion)
diangap sebagai pendapat yang resmi dan harus dipertimbangkan,
Yerlebih egal apinion di sini sangat berkepentingan atas sesuaty vang
sedang  dihadapinya, Misalnya  dalam lapangan pidana, ams
pengaduan scorang klien di mana advokar memberikan pembelaan
tehadapnya dihadapan pihak yang berwenang. Seorang advokat,
mungkin  dihadapan polisi atau kejaksaan menyatakan  bahwa
pengaduan  kliennya sangant dibenarkan secara  hukum  dan
memenuhi kehendak hukum, Scorang advokat dapat memberikan
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i dali an hukum terhadap pengaduan/laporan klicnnys:
Ilo)ccrzl:x adl:ls::nal:mm itu dapatlah giii’dikan dasar dan acuan bagi
seorang penyidik untuk menerima pengaduan/laporan sescorang
yang merasa dirugikan l;‘ak ht;ltumnyn.

drafting (non lit; ) )
¢ mm d;p(a: pulngarzelakukan pekerjaan hukum lain sebagai
peker-jaan mon litigasi. Dalam hal ini adalah menyusun kontrak-
kontrak atau penawaran akan sesuatu (lga/ drafiing). Bagian segala
petjanjian-perjanjian antar lembaga, perusahaan, antar b-adan hukun!
harus melalui telaah hukum sekaligus mcmbuat.rcdaksn'yang sesual
dengan hukum. Tujuannya agar tempat difmu:na ia bekerja atau yang
memerlukan dirinya jasa hukum tidak dirugikan dalam setiap apa
yang ingin dilakukannya. Dengan demikian, kcmgm) men.;ad.x tidak
terjadi, minimal suatu  kerugian tclalfl dapat dipre-diksi atau
diperkirakan njalan keluar lainnya. Inilah  tugas utama scorang
advokat di mana ia juga harus menjadi ahli ps'lda b‘fg’l‘_:" ini, bukan
hanya seorang ahli dimuka persidangan Pcngac'hlan saja’”,

Dalam pasal 114 KUHAP yang berbunyi: ‘ .

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu nndak pldafn
sebelum  dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib

mem-beritahukan  kepadanya tentang haknya untuk mex.)dapatk.:m
bantuan hukum atau bahwa ia dalam. pcrknm.nya im wijib
didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam
156" (P .
i Dari paparan diatas fungsi pengacara itu dapat ditinjau dari
dua segi, yaitu sebagai benkut' s
i se t tersan,

: g:;l ?@Tvp;ncn;g:m berfungsi mendampingi dan membela
hak-hak tersangka (klicn) dalam menjalani sclu.mh tah:}pan' proses
sistem Peradilan pidana (aaminal judtice g;tf;:{), yaitu mulai dari pros::isi
monitoring, evaluasi, penyelidikan, pcfxyl.dl'knn, dan pcnnhanan’l
Kepolisian, penaha-nan dan penuntut di l\gaksaan. proses Peradilan
di Pengadilan, hingga pelaksanaaan eksckusi,

b. Dari segi pemeriksaan

"% Sulcris Sarmadi, Adrokat fitjgan dan wow hitigasi Pemgadtlan, (Bandung: mandar maju,
2009), him 42.55,
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Pengacara dari segi ini, membanm jalannya pemerikasaan
dengan  melakukan pendekatan terhadap  terdakyya guna
mengungkapkan keadaan yan & sebenarnya dalam mencari kebenaran
materil yang menjadi tujuan hukum acara pidana, dan membanm
hakim dalam mencemukan keyaki-nannya tentang keadaan tersangka,
serta  membantu  alat Negara  atau penegak  hukum  unruk
melaksanakan ketentuan hukum sebagai mana mestinga, Dalam hal
ini, pengacara berperan Agar seorang tersangka (klien) dalam proses
pemeriksaan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Dalam konteks
tersebut tugas pengacara sangatlah penting, karena apa jadinya dunia
ini bila seseorang yang belum diadili dan masih diduga bersalah
langsung dijaruhi hukuman ",

C.Peran dan Fungsi Posbakum dj Pengadilan  Agama
Bandung
Pengadilan  Agama meeupakan lembaga peradifan tingkat
pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memurus, dan
menyelesaikan perkara-perkars di tingkat pertama antara orang-
urang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat
dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wagaf,
zakat, infaq dan shadagah serta ckonomi Syari'ah sebagaimana di
atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009,

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebur, Pengadilan Agama
Mempunyai fungsi sebagai berikut:

4. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi
Kepani-teraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan
dan Eksckusi;

b. Memberikan pelayanan  di bidang Administrasi Perkara
banding, kasasi, dan Peninjavan Kembali serta Administrasi
Peradilan lainnya;

€. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur
di Lingkungan Pengadilan Agama;

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihar tentang

Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilagah hukum
apabila diminta;

" Ishaq, Pendidiban Adiokas, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), him 39,
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_ Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pcmbagmn’
. ha;“: ﬁ:rﬁnggl:\clan di luar sengketa antar orang-orang yang
Islam; " 3

f. Waarmerking Akt Keahliwarisan di l;mh fangan un

; 1 i dan sebagainya;
pengam-bilan deposito/tabungan : !

g Melaksanakan  tugas-tugas pclayarnsm hmu)‘:‘m seperti
penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hu :p:m,
pelayanan  riset  /penclitian,  pengawasan terhadap
advokat/penasehat hukum dan scbagainya.

icara bantuan hukum tidak terlepas dari fenomena hukum
it sent:.‘casgnan telah diketahui keberadaan (progtam) bantuan
hukum adalah salah satu cam untuk meratakan jalan menuju kcpadakum
pemerataan keadilan yang ?cnting artinya bagi pembangunan hu
i Indonesia. /

O‘hum;:s?l) 5';"6 UU No. 48/2009 Tentang kckuasaan kehakiman dan

60B UU No. 50/2009 Tentang perubahan kedua atas UU No.
7/1989 tentang Peradilan Agama menycbutkan bahwa setiap o:;nmg
yang tersang-kut perkara berhak mcm[:crolch bantuan hukumﬁdak
Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan ynn&;,) i
mampu. Kedua Undang-undang tersebut juga mengatur ;m i
disetiap pengadilan dibmtukd:;os Bantuan Hukum guna mem

cari keadilan tidak mampu. .

pmpg!ahm konmks“ﬁﬁnh pedoman pemberian bantuan huk:m
khusus-nya dalam pembuatan surat gggatan/pc_rmohopmﬂ k:n
perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling dipe :k n
scbagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang da.nkiml d::
dalam menjamin opti-malisasi akses masyarakat miskin i
termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mah-kamah Syar'iya

15 Bambang Sunggono. Ares Haranto, Bantuan Huksme don Hak Asesi Manasia,
ndung: Mandar Maju, 2009), him 20. .
“(BRazaﬁ. u‘l‘\?; Yusuf dkk, Draft Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Prodes dant .ha’ungl
Keliling di Lingknugan Peradilan AAgoma. Mahkmah Agung Ri Dircktorat Jendra
Badun Peradilan Agama.

- & Peran Posbakum di Pengadilan Agama
- Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan pranata baru di
Yeradilan Agama. Keberadaannya merupakan implementasi dari
amanat pasal 60C (1) UU No. 50/2009 yang mewajibkan
entukan pos bantuan hukum pada sctiap Pengadilan Agama
para pencari keadilan yang tidak mampu dapat memperoleh
bantuan hukum.
~ Masyarakat yang fidak mampu membayar advokat untuk
endam-pingi kepentingan hukumnya dan pencari keadilan bisa
mperolch bantuan hukum dengan adanya pos bantuan hukum
(Pos m), di Pengadilan Agama Bandung dengan ketentuan
SEMA No. 10 Tahun 2010 bertujuan untuk:
1. Membantu masyarak pencari keadilan yang tidak mampu
sccara  ckonomis dalam menjalankan  proses hukum di
Pengadilan Agama Bandung
2. Meningkatkan akses keadilan
3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang
hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlidungan
hukum terhadap hak dan kewajiban
4. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari
keadilan.
Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu dasi tiga serangkai
an hukum seperti yang telah diatur dalam SEMA No. 10/2010
g Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Jika fasilitas prodeo
, an bagi masyarakat miskin dalam pembebasan biaya
ara dan sidang keliling dikhususkan bagi masyarakat miskin yang
gal di dacrah terpencil, maka Posbakum dibentuk untuk
lembantu masyarakat miskin (terutama perempuan dan anak-anak
penyandang cacat) yang tidak mampu membayar jasa advokat.
hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang
| mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit,
bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma
‘kepada klien tidak mampu,'”

1% Siti Aminab, Banen Huksar di Indonesi, dalam Agustinus Edi Kristinnto (ed),
2009, Panduan Bantsan Hackum di Indoensia, (Jakarta, YLBHI: 2009), bim, 35,
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Dalam Draft Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Prodeo

dan Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama Pasal 1 tentang
ketentuan umum yang mencakup;

1. Pos Bantuan Hukum: adalah ruang yang disediakan oleh dan
pada setiap Pengadilan Agama bagt pemberi bantuan hukum
dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon
Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi
hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan,

2. Pemberi Bantuan Hukum: adalah Advokar vang bertugas di
Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
perjanjian ketjasama kelembagaan Pengadilan Apama dengan
Lembaga Penye-dia Bantuan Hukum;

3. Pemohon Bantuan Hukum: adalah pencan keadilan yang
terdini dari orang perseorangan arau sckelompok orang yang
secara ckonomis tidak mampu membayar jasa  advokat
sebagaimana diatur dalam lampiran B SEMA No 10/2010
tentang Pedoman Pemberian  Bantwan  Hukum, yang
memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan
perkara hukum di Pengadilan Agama;

4. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum: adalah lembaga bantuan
dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat
yang terdaf-tar di Kemenkumham,

Selanjutnya dalam Pasal 2 mengatur Tujuan dan Prinsip
meliputi:

I. Perjanjian  Kerjasama ini bertujuan  untuk  memberikan
pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan
Agama sebagai bagian dar penyelenggaraan dan penggunaan
anggran bantuan hukum di lingkungan Peradiian Agama, yang
bertanggung Jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi
scbesar-besarnya pencapaian rasa keadilan:

2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada avat
(1) didasarkan pada prinsip :

1) Keadilan;

b) Non diskriminasi;
¢) Keterbukaan;

d) Akuntabilitas;
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;:)) Kepekaan gender;
Perlindungan bagi masyarakar miskin dan terpinggirk
.- an;
2 P.crlu_ndungnn khusus i l«:lornpokrp penyandang
disabilitas dan pedindungan anak.

Sementara dalam Py i i
Seme a Pasal 3 diatur tentang  Ruang Lingkup

5C

I. Pelayanan Pos Bantuan  Hukum dilakukan Ruang Pos

pembuatan  surar gy, tan/permo-h berian i
konsultasi hukum; S F i

2 F'.cprumn dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sehagaimana
dunak—suq pada ayat (2) adalah sebagaiman vang disusun
g:ll:!m P'cqnn;mn lI;‘(ccl')zml.ma.' bm:ni. .

n i, pemberian tuan  huk iperk
Undnng-und:mg Republik Indonesia No ldu?ahi’npe;(;lﬁ' T(:':ngm
Bantuan Hukum pasal 1 tentang ketentuan umum yang mencakup:

I. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan (l:l.ch
Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima

<

- Menteri adalah  menteri vy menyelenggaral
pemerinta-han di bidang buk’t'xmngdan halz asasj mam:ila. —

> Szandar_ Bantuan  Hukum adalah pedoman  pelaksanaan
pcmbcmp Bantuan Hukum yang ditctapkan oleh Menter,

. Kode. El-lk Advokat adalsh kode etk yang ditetapkan oleh
ianisast profesi advokat yang berlaky bagi Advokar.

o

=

Sclanjutaya, dalam pasal 2 diatur mengenai asas bantuan yairy:
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1. Keadilan; .
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Keterbukaan;
4, Efisiensi;
5. Efckdyitas; dan
6. Akuntabilitas,
Sementara dalam bab 1T pasal 4 dan 5 diatur mengenai ruang
lingkup yaitu:
Pasal 4 fapb & "
1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum
yang menghadapi masalah hukum.

i i cliputi
Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melip
8 m hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara
ik litigasi maupun nonlitigasi. .

3. ll;::mmm Hukun? sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi
menjalankan  kuasa, mendamping, mewakili, membela,
dan/atau melakukan tindakan hukum lan untuk kepentingan
hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5 . i

1. Penerima Bantuan Hukum scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang
miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak

diri. .

2, dl-::ku;:n schagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak
atas pangan, sandang, layanan keschatan, layanan pendidikan,
pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. d'

3. Adapun jenis jasa hukum yang dlbcnkan pada Posbakum h
Pengadilan Agama adalah pemberian informasi, konsultasi,
advis dan pembuatan sufat gugatan/permohonan.

b. Fungsi Posbakum Di Pengadilan Agama Bandung i
Pos Bantan Hukum merupakan pranata yaog baru;
Pengadilan Agama Bandung, yang berperan akuf dalam mcmbenlmn'
bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu fneml?ayar jasa
advokat dan awam hukum meliputi: Pemberian  informasi,
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1 erian naschat hukum, konsultasi hukum, jasa advokat dan
pembuatan surat gugatan/permohonan,
Untuk memformulasikan hukum dan hak asasi manusia yang
nenjadi watak bagi hakim Pengadilan Agama dalam memerankan
gsi-nya adalah berpedoman pada asas legalitas sebagaimana diatur
n pasal 58 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pengadilan mengadili dan
membeda-bedakan orang. Rumasan pasal ini. Di dalamnya
apat makna asas legalitas yang berbarengan dengan makna hak
i manusia, khususnya berkaitan dengan permasalahan hak dan
jat setiap orang di muka sidang Pengadilan Agama. Asas legalitas
mya menjadi bagian penting dari hak asasi manusia, yakni hak
i yang berhubungan dengan hak perlindungan hukum. Bahkan
pasal 58 tersebut di dalamnya terkan-dung dua makna, yakni hak
asasi perlindungan hukum dan hak asasi persamaan hukum. "
~ Program bantuan hukum berikut prosedurnya dilakukan olch
o-kat aau pengacara syar'ah di peradilin agama mengacu
da UUPA No. 3 Tahun 2006 dan UU Advokat No. 18 Tahun
. Dalam kedua undang-undang terschut dikemukakan bahwa
p orang berhak memiliki atau mendampingi tiap-tiap pihak
gai kuasa atan wakil atau juga penaschat hukum di muka
dilan Agama. Seperti halnya advokat atau pengacara pada
maya, maka bagi mereka yang berprofesi sebagai Advokar arau
acara syariah pun diharuskan menguasai ketentuan-ketentuan
“matcril dan hukum formil yang berlaku di Pengadilan

~ Dalam Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia
No: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mencgaskan bahwa
peny (-3 banmmhukmnbcttuiuanunmk;

- & menjamin dan memenuhi hak bagi Penctima Bantuan Hukum
untuk mendapatkan akses keadilan;

| b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai
| dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

18 Ahmad Mojahidin Prrspeksif HAM Dlam Penerspamnay di Linglangan Prraciion
 Agama Dalam Jurnal Minbar Hikiow dan Peradilan (Jakacta; PPHIMM, 201 1)
A Didi Kusnadi, Banwan Haksune Dadane Istin, (Bandung: Sahifa, 2011) him 235
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SRS : A
. Menjamin kepastian  penyclenggaraan Bmftuan Huy .

) dilaksanakan sm merata di selutuh wiliyah Negara Republik
Indonesia; dan

d. me:u;udkan' peradilan yang efekdf, cfisicn, dan dapat
dipertang-gungjawabkan.

u Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan akses
kcadilmpzz:)ada masyarakat terus berlangsung. Baru-baru ini, Ketua
Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa menerbitkan Surat
Edaran (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian  Bantuan Hukum  yang dim'jukan kepada Kctua
Pengadilan Agama, Ketua Sdmpmpddh@azs?cgm dan Ketua Pengadilan

Usaha N di s 3
e Khnsu‘;gau‘:mk Pengadilan Agama (PA) bekeid ini sudah lama
ditunggu-tunggu  kehadirannya.  Pasalnya, bctdzsark_nn sebuah
penclitian pada 2007, masyarakat miskin mcngbadapl' hambatan
utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan .Agima
yang berkaitan dcngnx;‘ biaya perkara dan ongkos transportasi untuk

ke P 1 a.
dﬂm&hlmmgmmmm semua  pihak  yang a.kan
mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bandung diberikan
informasi dan pem-buatan surat gugam.n/pctmohomn oleh meja
satu yang bertugas schagai meja imformasi dan pendaft:fmn perkara.

Untuk pembuatan surat gugatan/permohonan idealnya oleh
para pihak yang akan mengajukan perkara di Pengadilan Agama
Bandung, karena masyarakat yang kurang dan awam
bila disangkutkan pada bahasa hukum yang formal maka aparat
pengadilaniah yang mem-buatkan surat mn/ pt.:nnohonm

Sctelah adanya posbakum tugas dari meja satu bcrkurfmg
karena dilimpahkan pada posbakum yang berada di Pgngaclxlnn
Agama Bandung semua pihak yang akan I sarn baik orang
mampu ataupun tidak mampu harus melaluai posbakum sedangkan
ketentuan sema 10 tahun 2010 Pos Bantuan anurf: bagi masyarakat
tidak mampu dalam mebayar advokat untuk kepentingan hukm_nnya.

Untuk jasa advokat dari posbs;)keum p;ndnm;?mg;n m

rsi-dangan belum ada, hanya member arahan saja atau |
g;:lmlnlmnnz‘1 layar belum maksimal kalau pun ada hanya 1-2 itu pun

Kalaw ada yang memint sesuai ketentuan Pengadilan  Agama
Bandung karena petugas posbakum lebih kepada pengarahan atau
pemahaman pada para pihak meliputi; Pemberian informasi, Advis,
Konsultasi, pembuatan surat gugatan/permohonan.™

mampu untuk konsultasi mengenai duduk perkam yang akan
ukan dan pembuatan sumat gugatan/permohonan  schingga

perhari mencapai 20-30 perkara yang masuk melalui Poshakum.

¥ Pelayanan Pos Bantuan Hukum meliputi:

1) Pemberian informasi,

Petugas posbakum memberikakan informasi terhada para

pibak yang akan berperkara di Pengadilan Agama Bandung

~ 2) Pemberian Advis,

Pemberian naschat hukum dari petugas posbakum terhadap

para pihan nga berperkara di Pengadilan Agama Bandung

3) Pemberian Konsultasi,

Petugas posbakum memberikan konsultasi hukum terhadap

para pihak agar dapat mengetahui duduk perkara.

~ 4) Pembuatan gugatan/permohonan.

8
Memberikan jasa advokat
Beberapa perkara yang ditangani untuk pendampingan Tkut
a persidangan dengan ketentuan Pengadilan Agama.™
Jadi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bandung
mempermudah masyarakat pencari keadilan yang tidak
pu dan awam hukum guna mendapat pelayanan dari para
penegak hukum yang mem-punyi kewenangan. Yang berperan aktif
am memberikan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu

A Fatimah dalam Fazaradin Iskandar, Lemberian Bantmen Hukonw Pada Posbakien Di

- Pemaditun Agama Banduny, 2012 | him.48

# Acep Sacpudin dalam Fazarudin Iskandar, Pewderian Bantuan Hukuw Pads
Postiadksow 1i Pengadilan Agama Bandsng, 2012 , hlm.48
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membayar jasa advokat dan awam hukum meliputi: Pemberian
informasi, Pemberian naschat huks;m, kon;ul-tasx hukum, jasa
buatan surat tan/permo-honan. .
gdwmm hasil waw?ngra dengan salah scorang hakim
Penga-dilan Agama Kota Bandung bahwa keberadaan Pf)sbakum
memberikan  kontribisi  cukup  banyak karena :pcnngnnkan
Pengadilan Agama untuk membantu atas informasi pada masyarakat
kalau awalnya di layani olch Pengadilan Agama (meja T) scnf:lah
adanya Pos Bantuan Hukum ditanga-ninya. Sedangkan konuibusmya
bagi masyarakat salah satunya ;dnlah membantu orang miskin dalam
i berian jasa hukum.

bldmgMP:-Txm I£n Nasution bahwa Posbakum di .Pu\gadﬂnrg
Agama Kota Bandung sangac memberikan kontribusi baik bagi
Pengadilan Agama itu sendiri maupun bagi masyarakat yang kurang
mampu. yang perlu bantuan hukum. Adapun kontribusi tersebut
diantaranya:

1. Dari segi pengadilan sangat terbantu ‘dalzm pembusatan
permohonan /gugatan yang selaras dan sglmbnng serta dalam
pemberian  informasi kcgadn [;am pihak yang  akan
mengajukan perkaranya ke engadilan Agama. .

2, Untuk' meja 1 menjadi sangat terbantu dalam penyeleksian
pem-buatan permohonan/gugatan untuk di daftarkan pada
meja 1. )

3. M:’:yamkat tidak mampu dan miskin yang sebelumnyn tidak
mau mengurus  karena  kuraang bisa dan awam hukum
sekarang jadi bisa mengurus kepentingan hukumnya dan tidak

ipungut biaya, dengan demikian masyarakat tidak mampu dan
miskis yang awam hukum dapat mengurus kepentingan
hukumn _

4. Pos bannyan;n hukum juga menjadi tempat para prakasi hukum
dan akademisi hukum dari berbagai lembaga LBH untuk dapat
mengem-bangkan keilmuannya tentang hukun.\ acara perdata .

5. Pos bantuan hukum jadi tempat komunikasi dan imformasi
sesama praktisi hukum dan akademisi baik yang ada di pos

2 Fiid.
2 | ovcit

bantuan hukum maupun yang ada diluar pos bantuan hukum
yang berkaitan dengan kepentingan pos bantuan hukum,

D. Kesimpulan
~ Kcberadaan Posbakum di  Pengadilan  Agama Bandung
nerupakan implementasi dari amanat pasal 60C (1) UU No.
30/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7
fabun 1989 Tentang Peradilan Agama yang  mewsjibkan
pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Agama
untuk para pencari keadilan yang tidak mampu schingga mercka
dapat memperoleh bantuan hukum.
 Posbakum di Pengadilan Agama Bandung juga berfungsi
neningkat-kan akses  keadilan, meningkatkan kesadaran  dan
pengetahuan  masyarakat tentang  hukum melalui  penghargaan,
pemenuhan dan perlidungan hukum terhadap hak dan kewajiban
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari
keadilan. Kontribusi Pos Bantuan Hukum di Penga-dilan Bandung,
{i antaranya scbagai berikut: a). Dari segi pengadilan sangat terbantu
alam pembuatan permohonan/gugatan yang selaras dan seimbang
jerta dalam pemberian informasi kepada para pihak yang akan
engajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. b)Unruk meja |
penjadi  sangat  terbantu  dalam  penyeleksian  pembuatan
permohonan/gugatan untuk di daftarkan pada meja 1. ¢).
 Masyarakat tidak mampu dan miskin yang sebelumnya tidak
nau mengurus karena kurang bisa dan awam hukum sckarang jadi
hika mengurus kepentingan hukumnya dan ddak dipungut biaya,
dengan demikian masyarakat tidak mampu dan miskin yang awam
wkum dapat mengurus kepentingan hukumnya. d). Pos bantuan
hukum juga menjadi tempar para praktisi hukum dan akademisi
hukum dari berbagai lembaga LBH untuk dapat mengembangkan
keilmu-annya tentang hukum acara perdata. ¢). Pos bantuan hukum

tempat komunikasi dan imformasi sesama praktisi hukum dan
akademisi batk yang ada di pos bantuan hukum maupun yang ada
diluar pos bantuan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pos
hantuan hukum.
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PEDOMAN WAWANCARA

Scjak kapan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bandung
berdi?

Bagaimana peran Posbakum di Pengadilan Agama Kota
Bandung dalam membantu para pihak yang berperkara?

Apa saja fungsi dari Posbakum di Pengadilan Agama Korta
Bandung?

Lembaga-lembaga apa saja yang tergabung dalam Posbakum di
Pengadilan Agama Kota Bandung?

Apa saja kontribusi poshakum bagi Pengadilan Agama Kot
Bandung?

Apa saja kontribusi yang diberikan oleh Posbakum bagi orang
yang berperkara?

Bagaimana pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Korta
Bandung dari awal berdiri sampai sekarang?

Bagaimana proses recrmitment petugas Poshakum di Pengadilan
Agama Kora Bandung?

Apa saja syarat-syarat untuk menjadi petugas Poshakum?

- Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi olch seorang yang

berperkara dalam meminta bantuan hukum?




